BAB I11
DESKRIPSI IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI BMT NU

SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG

A. Profil BMT NU Sgahtera Mangkang Kota Semarang

BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang merupakgndadari
kepedulian warga nahdliyin untuk mengembangkan rkenemian umat.
Target utama pengembangan ekonomi tersebut adalamiok nahdliyin
yang memiliki usaha di level bawagréss roo} berbentuk usaha mikro dan
kecil. Hal ini dilakukan oleh NU sebagai bentuk ggang jawab dari
eksistensinya organisasi sosial-keagamaan yang dasaersebar di seluruh
Nusantara yang memiliki struktur organisasi yangtku

Keberadaan BMT NU Sejahtera saat ini tidak dapkpdskan dari
adanya Konpercab NU Kota Semarang bulan Juli ta2@06. Pada saat
Konpercab tersebut, ide agar NU memiliki Bank Paydan Syari'ah (BPRS)
dilontarkan dan mendapat respon yang positif. $gsiramanat untuk segera
mendirikan BPRS NU oleh PC NU menjadi salah sapukesan Konpercab
NU Kota Semarang tahun 2006.

Pada tahun 2006, PC NU Kota Semarang membentukr&sipsU
Sejahtera. Dari koperasi inilah kemudian lahir Uséaha Keuangan Syari’ah
yang hingga kini dikenal dengan nama BMT NU Seja@hteUntuk
menguatkan posisi koperasi dalam ranah hukum, npaki tahun 2007,
keberadaan koperasi NU dikuatkan dengan Akta N0.0B&315, tertanggal 5

Mei 2007 sebagai badan hukum yang mewadahi BMT NjdHera. Hingga
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saat ini, terdapat 14 unit kantor BMT NU Sejahtdeagan kantor pusat BMT
NU Sejahtera yang berlokasi di Mangkang Kota Sentara

Penggunaan nama “Sejahtera” ditujukan sebagaiigaigpengurus
koperasi bahwa keberadaan koperasi NU adalah umhgkvujudkan
kesejahteraan umat. Kesejahteraan di sini tidaladitujukan kepada kaum
nahdliyin semata, namun juga ditujukan untuk masgetr umum. Hal ini
tidak berlebihan karena umat Islam bukan hanyak#daingan nahdliyin safa.

Produk yang dikeluarkan oleh BMT NU Sejahtera sderagan BMT-
BMT lainnya yang terdiri dari pembiayaan dan singranUntuk produk
simpanan, BMT NU hanya mengeluarkan satu produlpaian saja, yakni
simpanan wadi’ah. Hal ini juga berlaku dalam prog@nbiayaan, di mana
BMT NU Sejahtera hanya mengeluarkan satu jenis [mgraan, yakni
murabahah.

Untuk menjalankan aktifitasnya, BMT NU Sejahterangkang Kota

Semarang didukung oleh struktur organisasi selmagéiut:

! Wawancara dengan Bapak Idris, Manajer BMT NU Sejah Mangkang Kota
Semarang, tanggal 25 April 2011.
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B. Struktur Organisas BMT NU Segjahtera Mangkang Kota Semarang
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C. Implementass Akad Pembiayaan Murabahah BMT NU Sejahtera
Mangkang Kota Semar ang
1. Deskripsi Pembiayaan Murabahah BMT NU Sejahtera gdang Kota
Semarang

Pembiayaan merupakan satu-satunya pembiayaan yadagdia
BMT NU Sejahtera. Meskipun ada beberapa jenis payalan lain yang
dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'at (LK&hg mana di
dalamnya termasuk BMT NU Sejahtera, namun padadtaagnya BMT
NU Sejahtera lebih memilih satu produk pembiayaaja syakni
murabahah.

Pemilihan jenis pembiayaan murabahah didasarkaa pddnya
kemudahan dan dapat mencakup seluruh kebutuhansrmafembiayaan
murabahah tidak seperti pembiayaan musyarakah maopdharabah
yang hanya dipusatkan pada adanya kerjasama apitaat lembaga
keuangan dengan anggota dalam bentuk kerjasama.uBambiayaan
murabahah memiliki ruang lingkup aplikasi yang lelimum dan luas
dari dua jenis pembiayaan tersebut. Selain untukggaaan barang
kebutuhan anggota, pembiayaan murabahah juga ddpktikan untuk
memenuhi kebutuhan usaha anggota tanpa harus thehbaKS sebagai
pihak penyedia dana, baik sebagai partner usahpunaebagai penyedia

modal.

2 Penjelasan mengenai sebab-sebab dipilihnya pesdiaymurabahah sebagai
pembiayaan tunggal di BMT NU Sejahtera dijabarkari Hasil wawancara dengan Bapak Idris.
tanggal 25 April 2011.
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Selain faktor ruang lingkup yang lebih umum, pehah
pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan tunggaBMiI NU
Sejahtera juga didasarkan pada jenis sumber peamdarRembiayaan
murabahah diambilkan dari dana simpanan anggotay yaarbentuk
wadiah dan bukan simpanan investasi berkembangsdkorensi dari
simpanan wadiah adalah simpanan yang tidak menggnbdagi hasil.
Oleh sebab itu, penggunaan dana simpanan wadiadk tahpat
diperuntukkan bagi pembiayaan musyarakah maupurhanadah karena
akad dalam wadiah tidak menyertakan adanya badi has

Apabila dana wadiah tetap dipaksakan untuk dimakdaadalam
pembiayaan musyarakah dan mudaharabah, maka detacdangsung
akan terkandung dua kecacatan. Pertama, kecacat&nittdengan
ketentuan wadiah yang bukan merupakan investaketmrang. Memang
pada jenis wadiah ada yang menggunakan prinsip bagi, namun
karena wadiah di BMT NU Sejahtera tidak menggunakiead tersebut,
maka jika diterapkan untuk membiayai musyarakahrdadharabah akan
dapat mencacatkan akad wadiah. Kedua, kecacatarseB&jai penerima
amanat. Kecacatan ini terjadi apabila BMT NU Sejedt tetap
menggunakan dana simpanan wadiah untuk pembiayassyanakah
maupun mudharabah. Apabila hal itu terjadi (penggun simpanan
wadiah untuk pembiayaan musyarakah maupun mudhgredbga adanya
perubahan akad maupun pemberitahuan kepada angaogamemiliki

simpanan wadiah, maka secara tidak langsung BMTSg{dhtera telah
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melakukan “penipuan” kepada anggota pemegang sempaadiah. Oleh
sebab itulah maka kemudian BMT NU Sejahtera hanyaniperikan
pembiayaan murabahah di mana nantinya pemilik siaapavadiah akan
diberikanfee (bonus) dari pihak BMT NU Sejahtera.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peyahn
murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera umeber dari
simpanan wadiah anggotanya. Dalam hal ini, BMT N&jaBtera dapat
disebut sebagai pihak yang meminjam dana simpaiaimatv anggotanya
untuk digunakan sebagai dana pembiayaan murab&le&igan adanya
status sebagai peminjam, maka tidak ada kewajibirkunelakukan bagi
hasil sebagai akibat adanya penggunaan dana simpediah anggota
oleh BMT. Pemberian fee yang tidak ditetapkan k@saya merupakan
bentuk terima kasih BMT kepada anggota pemilik sirgm wadiah yang
telah memperbolehkan BMT untuk menggunakan danpasian wadiah
sebagai sumber pembiayaan murabahabh.

. Deskripsi Akad Pembiayaan Murabahah BMT NU Sejahtdangkang
Kota Semarang

Akad perjanjian murabahah BMT NU Sejahtera MangkKota
Semarang merupakan bukti perjanjian yang menjadiorpan dalam
pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Dalam eksebut diatur
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kongg&rgian pembiayaan
murabahah yang tertuang dalam 13 pasal. Berikutasalah akad

pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang etaarang:
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"Hai orang-orang yang beriman penuhilah
Akad-akad perjanjian ity’
(Al Maidah 1)

PERJANJIAN AL MURABAHAH
Nomor:(  /MRB/XI/2010)

Pada hariini, Rabu Tanggal bertempat di Xantor LKS BMT NU Sejahtera Kantor
Pusat Mangkang, JI. Raya Semarang Kendal Km.15 No.99, Mangkang Tugu Semarang, yang
bertanda tangan dibawah ini :

. Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jabatan
Alamat
No. Idenlitas SIM

Menurut  keterangannya dalam hal inl berlindak dalam jabatannya tersebutl di alas
berdasarkar: Surat Ketetapan Direklur Utama nomor ; . fertanggal
Selarjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Perfama (SHAHIBUL MAAL)

. Nama
Tempal/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjoan
o, tdentiias NPwP
Tertanggal s.d

Unluk melakukan pcrbuoton hukum ini felah mendapat perselujuon dar Svami yailu
Nama i
Tempal/Tgl Lahir
Alamat
Pekerjoon
WNo. identitas KTP
Terfanggal s.d
Selanjuinya dalam I’or;onuom ini disebul sebagai Plhak Kedua (MUDHORIB)

Yang turul puia menandatongani akad murobahah ini dengan saksi-saksi yang sama guna

seberapa peru memberikan persetujuan. ‘

Para pihak berlindok  dalam %cdudukon’n\'xo masing-masing seperti tersebut di atas

muworor}gkon BB B T ermomenmprdummanmroms
Bahwa Pihok kedua (MUDHORIB] dalam rcnoko menjalankan kegiatannya memerlukan
sejurm.ah dana dan untuk mernenuhi hal ini Icloh meminla Pihak Perfama [SHAHIBUL MAAL)
untur menyediakan Fasilitas Pembiayaan AL Murabahah sebesar ( ) Terbilang
( © ) dan Pihak Perlama [SHAHIBUL MAAL) dengan Sural Keputusan
Komite Pernbiayaan (SKXP) lertanggal ( ) Nomor /SKKP/X1/2010) felah setuju
untuk menyediakan Fasilitas Pemoiayaan tersebul kepada Pihak kedua (MUDHORIB)
dﬁmcn pengernbalion/sebesar ( JTerbilang ) sesuai dengan

[\chwu Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL) DAN Pihok kedua (MUDHORIB) ielah menyelujui
bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan
micloksanakan sualu peranjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di
hawah i

Maka oleh karena iy, atas perlimbangan di alas dan perfimbangen-pertimbangoen Iulmwu
yang sepenuht »yu felah cliketahui don disetujui ol(,h keduo belah pihak, dengan ini Pihak
lcr{omo SHAHIBUL - MAAL]  DAM  Pihok  keduc (MUDHORIB]  menyelujui  uniuk
muumdulongmru Petjanjian ini berdasorkan syaral-syaral dan ketenluan sebagai berikut ;-
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...................................... PEBAL T junpromomeornvonmimonssavamsbosh s iemy
,,,,, .. PEMBAYARAN DAN PENGGUNAANNYA .

1.1 Pihok kedua (MUDHORIB) dengan ini mengakui dengan sebenarnyc dan secara sah telah
menerima alou akan menerima pembiayaan, karenanya Pihak kedua (MUDHORIB)
dengan ini menyatakan secara sah berhytan kepada Pihak Perfoma (SHAHIBUL MAAL)
vang sejumiah sebagaimana disebulkon dalam Surat Keputusan Komile Pembiayaan
(SKKP) yang terdiri dan jumlah pokok yang diterima / atau yang dibayar ditambah margin
kauntungan fual beli ditetapkan oleh Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL)  (unluk selanjulnya

: disebut "Pembiayaan”) ...

1.2 Sepenuhinya dimengerli don disetujui oleh Pihok kedua (MUDHORIB), bolhwa Pembiayaan
akan dipergunakan  oleh  Pihak  keduga  (MUDHORIB) hanya unluk kepentingan
scbagaimana dijclaskan dalam pasal ¢ Perjanjian ini

.......................................... Pasal 2
_PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN .. -

1.1 Pembinyaan ini diberikan untuk jangka wakiu { ) bulan terhitung semenjak

tanggal ( ) sampai tanggal ( ) {"Jangka Wakiu Peranjian”) sedangkan

perbayaran kembali Pembiayaan akan dilokukan oleh Pihak kedua (MUDHORIB) kepada

Pihak Perfama (SHAHIBUL MAAL) secora angsuran seliap bulonnya

Scbesar Angsuran Pokok ( Merbilang ( ) Margin ( ) terbilang

) Total Angsuran ( ) terbilang (

Semua pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan berikut margin keuntungan jual

beli, dan biaya-biaya lainnya, oleh Pihak kedua (MUDHORIB] kepada Pihak Perfoma

(SHAHIBUL MAAL) akan dilakukan melalui rekening Pihak kedua (MUDHORIB) yang akan

dibuka oleh dan atas nama Pihak kedua (MUDHORIB) di Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL)

atau dengan cara lain sebagaimana diselujui oleh Pihak Pertama [SHAHIBUL MAAL), dan

Uniuk maksud tersebut Pihak Perfama [SHAHIBUL MAAL; dengan ini diberi kuasa oleh Pihak

keduo [MUDHORIB) untuk mendebet rekening Pihak kedua (MUDHORIB) guna

pembayaran kembali Pembiayaan berikul margin keuntungan jual beli dan biaya-bioya

{61 ) Lcl fmmmmm———

1.2 Dalam hal pembayaran kembali Pembayaran berikut margin keuntungan jual beli, atau
jumlah pembayaran lainnya dari pada Pembiayaan tersebul jatuh pada hari Minggu, hari
libur umum alau har yang bukan har kerja lainnya difempat dimana pembayaran

torsebut  harus  dilaksanakan, maka  Pihok  kedua  (MUDHORIB) akon  melakukan

pembayaran tersebut pada haii berikutnya yang bukan hari Minggu atau hari libur umum
alau har yang bukan hari kerjo lainnya, namun jika hari Minggu olau hari libur lainnya
iersebut jaluh pada bulan berikutnyo maka pembayaran lerscisut harus dicayar puda

LUl BEGAIAN, i

Jika Pihak kedua (MUDHORIB) akan merealisasikan Pembiayaan yang hak kedua
(MUDHORIB} terlebih dahulu wajib menyampaikan Surat Permohonan Pembiayaan ("SPP")
sesuai aengan Formulir Aplikasi Pembiayaan, yang berisi perincian mengenai permohonan
Pembiayaan, data pribadi pemohon, data pekerjaan, dala suamifisiri/ ahli waris, data
keuangan bulanan, dan keterangan lainnya.

SPP lersebut harus felah diterima oleh Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL) sekurang-kurangnya 1

{satu) hari sebelum Realisasi Pembiayaan ...

............................ PasEll B sy uapsmaomomsnsssmmossonedes T

ENGUTAMAAN PEMBIAYAAN

4.1 Pihak kedua (MUDHORIB) menyadari bahwa Dalam hal terjodi kelambatan pembayaran
oleh Mudhorib kepada Pihak Pertama (SHAHIBUL MAALJ, maka MUDHARIB berjanji dan
dengan ini mengikatkan diri untuk mernbayar biaya administrasi pada Pihak Perfama
[SHAHIBUL MAAL) scbesar 0.25% x angs. X hari keterlambatan  ( ) Terbilang (
) untuk tiap-tiap hari kelambalan, terhitung seielah saat kewajiban pembayaran tersebut
jaluh fempo  sampai  dengan langgal dilaksanakannya pembayaran  kembal,
Sehubungan dengan Perjanjian ini kecual denda yang disebabkan karena kelentuan
Undang-Undang atau Peraturon Pemerintah, Pihak kedua (MUDHQRIB] akan melakukan
angsuran pembayaran scbagaimana ditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini, secara
Terdib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada
kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

42  Jika Pihak kedua (MUDHORID) mengadakan perjanjion lain dengan Pihak Perfamo
[SHAMIBUL MAAL) baik sebelum alau sesudah Perianjian ini, maka Pihak Perfoma (SHAHIBUL
MAAL) dapal menentukan secara sepihak pos-pos permbayaran kembali yang dilakukan
Pihak kedua (MUDHORIB) tanpa harus lunduk kepada kemauan Pihak kedua (MUDHORIB).

43 Semua bukli yang dikeluarkan oleh Pihok Pertoma (SHAFIEUL. MAAL] alau kuasanya
aclalah merupakan bukli yang suctah diakui oleh Pihak |25l N o lr § pis  R—
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............ Pasal 5
... DIAYA DAN PENGELUARAN .
Dalam hal diperlukan jasa- jO:Cl No aris / Penasehat Hukum/ Perxgocoro oioupun |oJo-Juso
lainnya schubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang
dibual oleh dan qn!cuo P!ho.\ kedua {MUD'IOI\/B) dan Pihak Perlama [SHAHIBUL MAAL), maka
scaala ongkos-ongkos unluk keperluan  tersebut  harus  ditanggung  oleh Pihak  kedua
[MUDHORIB} oo

Pasal 6
.. SYARAT-SYARAT PENARIKAN PEMBIAYAAN ..
Xewaj xbon P;hc}\ Pcr!omc (SHAHIBUL MAAL) uniuk menyediakan don mcmboyor Fasilitas
Pombloyocm kepada Pihak kedua (MUDHORIB] menyerahkan dokumen-dokumen berikut;
cdalem benluk, isi yang dianggaop cukup oleh Pihok Pertama (SHAHIBUL MAAL) ......coovvivicrinnne

6.1 Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dan Formulir Aplikasi Pembiaycaon oleh Pihak keduo
(MUDHORIB)  yang harus telah diterima oleh Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL] sekurang-
kurangnya 1 (salu) hari sebelum langgal penarikan yang dikehendaki oleh Pihok kedua
(MUDHORIB), sesuai dengan fujuan pemberian Pembiayaan ini oleh Pihak Perioma
(SHAHIBUL MAAL] kepada Pihak kedua [MUDHORIB] seperti discbutkan dalam Pasal ¢
Peranian ik wesess s .

Pihak kedua (MUDHORIB} harus memenuhi semua persyaratan yang ditelapkan dalam

w

Surat Permohonan Pembiaycan (SPP) yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama [SHAHIBUL
MAAL . ...
Apabila I"eqoch hal-hal dibawan ini (sehop kejadian demikian, sebelum dan sesudah ml) IT“OJIF\Q-

masing secara tersendiri atou secara bersama-sama disebut sebagai ("Peristiwa Cidera Janji")

. 7.1 Kelalaian Pihak kedua (MUDHORIB) uniuk melaksanakan kewagjiban menurut Perjanjian ini
untt.k membayar angsuran Pembiayaan fepal pada waktunya, dalam hal ini lewainyo
wuklu saja felah memberi bukli yang cukup bahwa Pihak kedua (MUDHORIB) sepakat
unfuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang- Undong Hukum Perdata

Fad Apab:lo terdapat sesuatu janji, pernyataan jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian
ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukli-bukti
lain yang perlu diadaken menurul Perjanjion ini alau sehubungan dengan sesualu
perjanjian yang disebut didalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, fidak topol atau
menyesatkan ...

7.3 (i) apabila Pihck kedua (MUDHORIB) mengajukan permohonan resmi kepado Pengadian

Negeri untuk dinyalakan pailil, at@u ...,

i) terhadap dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam wakiu 60 {enam puluh)
hari takwim tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak
kedua (MUDHORIB],

7.4 Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi permerintah lainnyae bahwa sesuatu
perjanjian atau dokumen yang disebul dalom pasal é adalah tidak sah atau dengan caro
lain tidak dapatl diberlakukan....

7.5 Jikalau Pihak kedua (MUDHORIB) melanggar dan/atau fidak dapat memenuhi peraturan-
peraturan dan ketentuan-keteniuan dalam Perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-
syarat Perjanjion ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau
syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Perfama (SHAHIBUL MAAL) baik

alam Surat Permohonan Pembiayaan atau surat lainnya atau jaminan yang diberkan ....

7.6 Jikalou alas barang-barang milik Pihak kedua [MUDHORIB) dan/atau Penjamin baik
scbagian maupun seluruhnya, dilakukan sita jarninan atau sila eksekusi. ...,

7.7 Jikalau kekayaan Pihak kedua (MUDHGRIB) serta nilai barang-barang dan lain-iain yang
menjadi tanggungan nanli menurut penilaian Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL) menjadi
kurang sedemikian rupa sehingga fidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi
hutangnya Pihak kedua (MUDHORIB), ..

Maka scluruh Pembiayaan fersebut akan menjadi jatuh lempo dan seluruh kewajiban Pihak
kedua (MUDFIORIB) harus dibayaran kepada Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL) secara sckelika
dan sckaligus dan Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL) dopat mengambil findakan apapun juga
yang dianggapnya peilu sehubungan dengan Perjanjian ini, ‘atau sesualu perjanjian atau
dokumen alau surat-sural yang disebul dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-
undang dan Peraturan yang berlaku unluk menjamin peiunasan kembali Pembiayoan fersebut



Fitios kedua (MUDHORIB) engan ini berjonji, sepakal, menyatakan don menjamin kepado

Pihak Pertama (SHAMHIBUL MAAL] sebugai berikut :

8.1 Fasililas Fembiayaan dan semua uang yang terhutang menurul Perjanjion ini okan
dibayarkan secara sekelika dan sekaligus apabila terjadi sualu perisliwa yang menurut
syaral-syaral dan kelentuan Perjanjian ini dan/ atau perjanjian lainnya sebagai fambahan
pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak kedua (MUDHORIB) dan Pihak
Portaoma (SHAHIBUL MAAL) dapat tanpa perminiaan pembayaran atou pemberitahuon
feniang maksudnya, menjual alau dengon cera loin melepaskan harta kekayaan Pihak
kedua (MUDHORIB)/ Penjamin yang merupakan jominan berdasarkan Perjanjian ini afau
dengan porjorcmjion lain yang merupakan fambaohan dari Perjanjion ini, yang berupa
Sepeda Motor dengan rincian Sebagai Berkul ;

Nomor Polisi

2. Merk /Type

3. Tahun Pembuatan
4. Tahun Perakitan

L. Warna

6. No. Rongka / NIK
7. No. Mesin

8. No. BPKB

Nama Pemilik

100 Adarnad

Kepada siopapun yang dipilih oleh Pihok Pertorma (SHAHIBUL MAAL) ©oooovovvceraen
. Pihok kedug (MUDHORIB) menjomin dan menanggung bahwa seliap pembelion harta
kekayaan Pihak kedua (MUDHORIB) / Penjamin menurut suotu penjualan (secara umum
alaupun pribadi) atau suatu pengalihan hak unfuk memiliki barang tersebut bebas dati
segala funivtan, sitean, alau hak macam ¢papun atau hak uniuk menebus kembali dari
Pihak kedua (MUDHORIB) tedepas dar telah direalisasikannya penjualan harto kekoyaan
tersebut oleh Pihok  Pertama (SHAHIBUL MAAL), Pihak keduo (MUDHORIB) tetap
bertanggung jawab alas sisa Pembiayaan yang belum dibayar dan/ atau vang-uang
lainriya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini samnai seluruh Fasilitas Fembiayaon
cibayar lunas, ...
8.2 Pihak kedua (MUDHORIB akan mengiiricn wakil dar Pihak Perfama [SHAHIBUL MAAL)
yang dibari wewenang unluk ilu unluk melakukan inspeksi terhadap harla kekayaon yan
merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan calatan Pihok kedua {MUDHORIB
setiap wakiu dan wakil tersebut berhak membuaot folocapy dari pembukuan dan catatan
fersebut, semuanya alas bioya dari Pihak kedua {MUDHORIB)

-

Pasal 9 o, .

. .. PENGGUNAAN PEMBIAYAAN . -
Sepenuhnya dimengerli don disetujui oleh Plhak kedua (MUDHORIB) bahwa Fembiayaan ini
semala-mata akan dipergunakan hanya untuk membiayai Pembelian (Barang Dagangan)
dengan  harga  scebagaimana  dijelaskan  dialas dan  dalom  Sural Kepulusan  Komite
Pembioyoan [SKPP) yvang berasal dari Pihak kedua {MUDHORIB), yong telah dikuasakan oleh
Pihak Pertama (SHAHIBUL MAAL) uniuk Pembelian Terscbul, uniuk kepenlingan dan atos nama
Pihak kedua (MUDHORIB) oo,

Pasal 10 ,...
. PAJAK-PAJAK ...
Segala pembayaran kembali atas kewcjibon—kcwo‘jibo‘n ihak kedua (MUDHORIB) kepada
Pihak Perfoma (SHAHIBUL MAAL) adalah bebas dori seliap potongan, pungulan, bea pajak,
biova don/ atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali jika potongan-poiongan fersebut diharuskan
menurut Undong-undang atau Peraturan lainnya..

Jikalau Pihok kedua (MUDHORIB) diwajibkan oleh Undang-undang untuk memotong atau
rmenchaon sebagian dan jumlah yang harus dibayar oleh Pihak kedua {MUDHORIB] untuk
kepentingon Pihak Perlama (SHAHIBUL MAAL) mako jumlah yang harus dibayar oleh Prhok
redua [PMUDHORIB) kepada Pihak  Perloma  (SHAMHIBUL MAAL) tersebul horus  dinaikkon
sedemikion upa untuk memastikan behwa selelah potongan alau penahanan tersebul
dilckokan, Pihak Perfama (SHAHIBUL MAAL) felap memperoleh pembayaran kembali selbesar
jmlah yang seharusnya diperoleh seperti seolah-olah pemolongan alau penahanan tersebut
ddol torjodi
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............ ... Pasal 12 ...

..................... ARDBITRAS

12.1 Sesuatu sengk yang timbul atau dengan cara apapun yong ada huwumgonnyo
dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara
tersebut tidak dapat, diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Badan Arbitase Syariah
Nasional (BASYAR »JAS) ....................

12.2 Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Jakarta, Indenesia ...............

12.3 Keputusan Arbitrase akan merupakan subyek dar  Arbifrase tersebut dan dapat
diberlakukan di semua pengadiian yang mempunyai wewenang hukum atasnya dan
karenanya bondmg dan kasasi atas pulusan Arbitrase tidak akan dimungkinkan ...........

12.4 Para pihak tidak akan mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan/atau Badan-badan
lain sehubungan dengon sengketa atau perselisihan berkenaan dengan Perjanjian ini

Pasal 13
. PENUTUP .. ..

1 A) ada ang diatur dalam o od ini, Pih dua [MUDHORIB)

cdan Pihak Pertama {SH/\HIBUL MAAL} akan mengaturnya secara bersama-sama secara

Musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum ................

Tiap Addendum dalam akad ini rmerupakan satu kesaluan yang lidak terpisahkan dori

akad ini.

R

.. DEMIKIAN AKTA INI
pat akad) pada hari dan

* Dibuat dan dis alas dengan

dihadiri oleh ...

1. Saksi ) ;

2. Saksi 2

Koduanya pegawai LKS BMT NU Scjahtera Pusat Mangkang berlempal tinggal di (alamal)
sebagoai para saksi.

Semarang,

SHAHIBUL MAAL MUDHARIB

Manager
Mengetahui,
<suami mudharib>
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Dari deskripsi akad pembiayaan murabahah BMT NUlhl8eja di atas
dapat diketahui bahwa sebelum masuk dalam penjelaasal, halaman
pertama dari akad perjanjian pembiayaan murabahdh BU Sejahtera
Mangkang Kota Semarang menerangkan tentang pitelgiang terlibat
dalam kontrak pembiayaan murabahah.

Pada penjelasan mengenai pihak-pihak yang tertibm akad,
pihak pertama disebut sebagai shahibul mal yangipa&an representasi
dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Sgkkan pihak
kedua disebut sebaganudharib dan merupakan representasi dari
pemohon pengajuan pembiayaan murabahah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa daladhpegkjanjian
tersebut termaktub 13 pasal, maka berikut ini gdexrulis paparkan secara
umum pasal-pasal yang ada dalam akad perjanjiaababhah BMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Pasal 1 menerangkan tentang pembayaran dan perggyaag
isinya menegaskan tentang kedudukan pihak keduagaelpihak yang
berhutanng kepada pihak pertama. Selain penegassmg) kedudukan
tersebut, dalam pasal ini juga disebutan mengest@nkuan penggunaan
pembiayaan oleh pihak kedua sebagaimana dijelatdam Pasal 9.

Pasal 2 merupaan pasal yang menjelaskan tentangagarman dan
jangka waktu pembiayaan. Pasal ini mencakup penshahaengenai
batasan waktu pembiayaan dan tata cara pembiagagnharus dilakukan

oleh pohak kedua melalui rekening atas nama pilkdki& Selain tentang
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ketentuan cara pembayaran melalui rekening pihdk&edalam pasal ini
juga dijelaskan mengenai pembayaran yang dilakukanakala tanggal
pembayaran jatuh pada hari libur.

Pasal 3 merupakan pasal yang menerangkan tentatigase
pembiayaan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa eshlgembiayaan akan
dilakukan setelah pihak kedua menyerahkan Suradétenan Pengajuan
(SPP) yang mana penyerahannya dilakukan minimal lsati sebelum
masa realisasi pembiayaan.

Pasal 4 merupakan pasal yang menerangkan tentaggtpeaan
pembiayaan. Dalam pasal ini dijelaskan tentangnketeé sanksi yang
diberikan kepada nasabah yang terlambat dalam oielakpembayaran
yang tanpa disebabkan oleh adanya ketentuan pamatperundang-
undangan yang berlaku seperi ketentuan mengenailibar nasional.
Untuk menguatkan bukti-bukti oleh pihak pertamauatdas kuasanya
harus merupakan bukti yang diakui oleh pihakdharib

Pasal 5 merupakan pasal yang mengatur tentang hkdaya
pengeluaran. Isi kandungan dari pasal ini adalaiiigp diperlukan jasa-
jasa notaries/penasehat hukum/pengacara ataupumjagas lainnya
sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maks dibnat oleh dan di
antara kedua belah pihak.

Pasal 6 merupakan pasal yang menerangkan tentanaf-syarat
penarikan pembiayaan. Dalam pasal ini dijelaskémwbhapihak pertama

memiliki syarat menyediakan dan membayar pembiayagada pihak
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kedua sedangkan pihak kedua harus memenuhi syarat-sSPP dan
ketentuan yang terkandung dalam SPP.

Pasal 7 adalah pasal yang menerangkan tentandiverisdera
janji. Dalam pasal ini diterangkan tentang periatperistiva yang
termasuk ke dalam cidera janji yang meliputi: kakah pihak kedua dalam
melaksanakan kewajibannya; keadaan pailit pihaku&edeputusan
pengadilan atau instansi lainnya rentang ketidaksatuatu surat atau
dokumen perjanjian; adanya pelanggaran atau tidakpu memenuhinya
pihak kedua terhadap ketentuan-ketentuan yang thtspakati; terjadi
sita jaminan sebagian atau seluruh terhadap han@alpihak kedua; tidak
mencukupinya jumlah kekayaan pihak kedua sebaxggingn.

Pasal 8 merupakan pasal yang menerangkan tentangatsan
dan jaminan. Dalam pasal ini, diatur tentang kepagiembayaran semua
yang terhutang apabila terjadi suatu peristiva yargnurut syarat dan
ketentuan perjanjian ini. Dalam hal ini juga bedakebolehan pihak
pertama untuk menjual harta benda pihak kedua ggaginkan.

Pasal 9 merupakan pasal yang menerangkan tentaiggueaan
pembiayaan. Dalam pasal ini dijelaskan tentangrddae penggunaan
pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan dalam SPP.

Pasal 10 merupakan pasal yang menerangkan tenggaimjak
dalam pembiayaan. Dalam pasal ini dijelaskan ballaam setiap

pembayaran kembali atas kewajiban pihak kedua lepé#thk pertama
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tidak ada potongan, pungutan maupun bea pajak mRalai apabila
terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-uadang
Pasal 11 menerangkan tentang ketentuan mengenaiedakuan
tafsiran dan aturan dalam akad perjanjian ini ydisgsuaikan dengan
ketentuan hukum Indonesia.
Pasal 12 merupakan pasal yang mengatur ketentdentkan
mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Pasal 13 merupakan pasal penutup dari ketentuag lyariaku
dalam akta perjanjian akad pembiayaan murabahah.
. Deskripsi Implementasi Akad Pembiayaan Murabahafi BNU Sejahtera
Mangkang Kota Semarang
a. Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT NU Sejahtera kéamggKota
Semarang
Implementasi pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahte
Mangkang Kota Semarang dapat dijelaskan dalam emyabg
lingkup kegiatan, yakni pengajuan, persetujuan daencairan,
pengadaan barang dan penandatanganan akad murabsdrédn
pembayaran tanggungan murabahah oleh nasabah. uBeirk
penjelasan dari masing-masing kegiatan:
1) Pengajuan
Siapa saja boleh mengajukan permohonan murabahah di
BMT NU Sejahtera. Dalam proses pengajuan, seoragnc

pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohopangajuan
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3)
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murabahah yang telah disediakan oleh pihak BMT Mjal8era

Mangkang Kota Semarang. Hal-hal yang terkandungandal

formulir tersebut meliputi:

a) ldentitas pemohon (nama, alamat, pekerjaan, dllgyan
tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP)

b) Jumlah pembiayaan

c) Tujuan penggunaan pembiayaan

d) Jenis jaminan yang akan dijaminkan

e) Proses pencairan (pengadaan barang atau uang)

Apabila telah diisi, maka kemudian formulir tersebu
diserahkan kepada BMT NU Sejahtera untuk kemudian
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan survey ke tempaggal
pemohon.

Persetujuan dan Pencairan

Setelah dilakukan survey kelayakan terhadap pemohon
apabila disetujui maka permohonan murabahah setjeasrkan.
Namun apabila tidak disetujui, maka permohonanktidapat
dicairkan. Saat pencairan, terdapat beberapa haayainistrasi
yang dikenakan kepada pemohon.

Pengadaan Barang dan Penandatanganan Akad Pembiayaa
Murabahah
Setelah cair, maka kemudian pihak BMT dan pemohon

akan membuat kesepakatan mengenai proses pengbdeany.
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Dalam hal ini terdapat dua cara pengadaan baramyy ya
dipraktekkan di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Sexng.

Pertama, pengadaan barang dilakukan oleh BMT NU
Sejahtera. Dalam hal ini, BMT NU Sejahtera akan yedirakan
barang yang diinginkan oleh pemohon. Meskipun diak oleh
BMT NU Sejahtera, pengadaan barang tersebut tidakush
menunggu lama. Hal ini dikarenakan dalam prosespildnan
pencairan permohonan murabahah telah dituliskarels®inya
dalam formulir permohonan pengajuan pembiayaan inainah.

Kedua, pengadaan barang dilakukan oleh pihak pemoho
Dalam hal ini, pada saat pencairan, pemohon titak anenerima
pencairan dalam bentuk barang melainkan dalam bken#ng
kontan. Pembelian barang dilakukan oleh pemohon toidak
didampingi oleh pihak BMT NU Sejahtera. Hal ini diknakan
BMT menggunakan tambahan akad wakalah (perwakdanpan
dasar kepercayaan kepada pemohon terkait dengajuragnya
dalam pengadaan barang. Dasar dari pengadaan baradel
kedua adalah untuk memudahkan pihak nasabah dakamcam
dan menentukan sendiri kualitas barang yang dikaginya. Selain
itu juga untuk menciptakan hubungan kepercayaaaramasabah
dan BMT.

Penandatanganan akad pembiayaan murabahah dilakukan

ketika terjadi pencairan permohonan murabahah. nDataodel
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pencairan berupa pengadaan barang dilakukan olek BMT
NU Sejahtera, penandatangan akad pembiayaan matabah
dilaksanakan setelah pemohon menerima barang. Natalam
model pencairan berupa uang, penandatanganan adall t
dilakukan setelah pemohon membeli barang dan mahlan
terlebih dahulu kepada BMT, melainkan pada saat enraa
pencairan uang secara tunai.

Namun pada kenyataannya, tidak seluruh akad
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad yangh tela
ditandatangani antara BMT dan nasabah. Hal inigabsana telah
penulis temukan di lapangan saat melakukan pengampmiata.
Dari dua puluh orang yang penulis temui, terdap@tjoh) orang
yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tgahgng
dalam akad pembiayaan murabahah. Dari ke-tujuhgotarsebut
pada saat mengajukan permohonan pembiayaan muralwhha
BMT NU, alasan yang digunakan adalah sebagai pexageoarang
untuk mengembangkan usaha. Namun pada kenyatadmtypaih
nasabah tersebut tidak melaksanakan pengadaangbardok
pengembangan modal usaha melainkan digunakan untuk
membangun rumah, membayar gaji karyawan, biayaikadran,
dan membayar biaya sekolah anak.

Saat penulis menanyakan alasan yang mendasari

“keberanian” mereka dalam “memanipulasi” pelaksana&ad



42

pembiayaan murabahah, para nasabah memberikangawaing
hampir sama, yakni:
a). Ketidaktahuan nasabah tentang pembiayaan murabzrai
dapat digunakan untuk pengadaan barang bukan usalia
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Nadlyamg
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah deagan d
membeli telur bebek untuk mengembangkan usahargi@uN
pada realisasinya, dana yang diperoleh malah digumantuk
membangun rumah beliau.
“Uang yang saya dapat dari pengajuan akad murabahah
saya gunakan untuk membangun rumah saya — paditusaat
penulis bertanya mengapa tidak mengajukan untuk
keperluan pengadaan barang material guna pembamnguna
rumah — beliau menjawab, apa boleh mas? Soalngaiset

saya murabahah hanya diperuntukkan bagi pengembanga
modal usaha”

b). Ketidaktahuan nasabah akan hakekat dari akad mhahba

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tego Wgya
dalam pengajuan permohonan murabahah mengajuksanala
untuk pengadaan barang rongsokan agar usahanya dapa
berkembang. Namun pada kenyataannya dana tersebut
kemudian digunakan untuk membayar biaya sekolalk ana
beliau.

“Waktu itu saya bingunghassaat harus menyediakan uang

untuk biaya sekolah saya. Uang yang dijanjikan ohétna
bisnis juga belum cair. Oleh seorang teman, saya

¥ Wawancara dengan Bapak Nadlirin, nasabah denganaalJl. Karanggayam RT. 7
RW. 03 Tugu, pada 27 Juni 2011.
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disarankan untuk mengajukan permohonan pinjamag uan
kepada BMT NU, namun jangan bilang kalau untuk d&iay
sekolah anak. Kata teman saya, bilang saja untuk
mengembangkan usaha. Maka kemudian saya mengajuakan
pembiayaan murabahah dan disetdjui”

Ketika penulis bertanya apakah beliau mengetahkeks dari
murabahah sebenarnya bukan pada uang melainkan pada
pengadaan barang? Bapak Tego W menyatakan bahwa dia
tidak tahu mengenai hal itu. Beliau berfikir bahw&ad
murabahah sama dengan akad pinjaman yang manalaapabi
telah berada di tangan nasabah, maka penggunaagm uan
tersebut terserah pada nasabah.
c). Tidak adanya system kontrol dari pihak BMT
Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak SugenmgoSa
yang menggunakan dana hasil pengajuan pembiayaan
murabahah untuk membayar gaji karyawan.
“Hal itu terjadi pada pengajuan murabahah saya yang
kedua. Pada awal pengajuan yang pertama, uang hasil
pengajuan murabahah memang saya gunakan untuk
keperluan membeli mobil guna mengembangkan usaha.
Namun untuk pembiayaan yang kedua, saya mengajukan
untuk pembelian truk, namun tidak semuanya sayal@m
untuk membeli truk melainkan sebagian besar saya
gunakan untuk membayar gaji karyawan. Hal ini saya
lakukan karena pihak BMT tidak melakukan pengecekan

secara mendetail. Bahkan kuitansi pembelian trjgktsdak
ditanyakan®

* Wawancara dengan Bapak Tego W, nasabah dengaatalarMlangunharjo RT 8 RW

3 Tugu, pada 27 Juni 2011.
® Wawancara dengan Bapak Sugeng Santoso, nasabgdndglamat JI. Plumbon RT. 01

RW. 03 pada 29 Juni 2011.
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4) Pembayaran Tanggungan Nasabah

Pembayaran tanggungan nasabah di BMT NU Sejahtera
dapat dlakukan dalam dua bentuk, yakni tunai daggah. Dari
kedua bentuk pembayaran tersebut, hanya jenis pamrdra
tangguh yang selama ini dilakukan oleh para nasab#ski
dibayar dengan menggunakan sistem tangguh, namhaik semua
nasabah membayar secara tangguh hingga akhir atasat¢mpo.
Tidak sedikit dari para nasabah yang menyelesaikan
tanggungannya dengan pembayaran tangguh sebelumn jatak
tempo.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran tangguh yang tidak
sampai pada akhir masa jatuh tempo tidak dikenglennasan
tanggungan margin keuntungan BMT. Secara lebihs,jedmpat
diilustrasikan sebagai berikut:

Seseorang mengajukan permohonan murabahah kepada BM
untuk membeli suatu barang dengan harga Rp. 120000
(limabelas juta rupiah) dan margin keuntungan ydisgpakati
sebesar 2% dari harga tersebut dengan masa perigemba

selama satu tahun.

Apabila dapat melunasi pada bulan ke-3, maka nbasaba

hanya akan membayar sebanyak:
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Tanggungan bulanan:

= Rp. 15.000.000,00 + (2% x Rp. 15.000.000,00ay@ibulanan)

12
= 15.300.000,00 = Rp. 1.275.000,00 (biaya bulanan)
12
Biaya bulanan tersebut terbagi:
Rp. 1.250.000,00 sebagai angsuran pokok dan
Rp. 25.000,00 sebagai margin keuntungan BMT bulanan
Angsuran pokok telah dibayar selama dua bulan
= 2x Rp. 1.250.000,00
= Rp. 2.500.000,00
Angsuran margin selama dua bulan
= 2xRp. 25.000,00
= Rp. 50.000,00
Total yang sudah dibayar = Rp. 2.550.000,00
Pelunasan pada bulan ketiga
= (Rp. 15.000.000,00 — Rp. 2.500.000,00) + 1 mabgilanan + 1
kali margin
= Rp. 12.500.000,00 + Rp. 25.000,00 + 25.000,00
= Rp. 12.550.000,00
Apabila dijumlahkan, maka total yang harus dibayar
= Rp. 2.550.000,00 + Rp. 12.550.000,00

= Rp. 15.100.000,00



46

b. Deskripsi Implementasi Akad Pembiayaan MurabahahTBMU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang (Hasil Observasnh d
Wawancara)

Untuk mendeskripsikan implementasi akad pembiay2islii
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang, maka penudisakukan
studi observasi dan wawancara dengan obyek implkasieakad
murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Sengaran
Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan dua caraj ghkervasi di
Kantor Pusat BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Sentardan
wawancara dengan nasabah di tempat tinggal nasaWawancara
dilakukan dirumah nasabah karena para nasabah tidgkn
diwawancarai di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semg.
Selama penulis melakukan observasi, penulis harg@catat
lima orang yang sedang mengajukan permohonan,:yakni
1) lbu Kusturwati, nasabah dengan alamat Jl. Plumbbn(R RW.
03 Wonosari, Ngaliyan.
2) Bapak Yuniar Arisanto, nasabah dengan alamat Tagdk. 04
RW. 03 Mangunharjo Tugu Semarang.
3) Bapak Subkhi, nasabah dengan alamat Mangunharjardem
4) Hasan Rifai, nasabah dengan alamat Krajankulonwgalju
Kendal.

5) M. Fadholi, nasabah dengan alamat Mangunharjo Baguoarang.
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Kelima orang yang mengajukan akad pembiayaan miadba
di atas merupakan nasabah yang sebelumnya telahhperengajukan
akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Mamgkota
Semarang. Seluruh pengajuan yang dilakukan oleim&ebrang
tersebut langsung dicairkan pada hari itu juga daaganya proses
survei.

Proses yang dilakukan oleh kelima orang tersebmipivasama
dengan proses pengajuan akad pembiayaan murabahahHanya
saja, dalam hal survei dan jaminan dikecualikan. irladikarenakan
kelima orang tersebut pernah mengambil akad pemaraynurabahah
di BMT NU Sejahtera dan lancar dalam pembayarafinya.

Selain mengamati orang yang melakukan pengajuamn aka
pembiayaan murabahah, penulis juga melakukan peatganterhadap
proses pembayaran yang dilakukan oleh nasabah diI BW
Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Dalam aktifitasbgayaran
yang diamati oleh penulis, ada dua nasabah yangakoien
pembayaran melebihi masa jatuh tempo, yakni:

1) Bapak Nadhirin
2) Bapak Tego W
3) Bapak Agung Budi Santoso
Keesokan harinya penulis mencoba untuk melakukan

wawancara dengan kelima nasabah tersebut. Namangaya hanya

® Wawancara dengan Bapak Idris, Manajer BMT NU Sejah Mangkang Kota
Semarang, Tanggal 27 April 2011.
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dua orang yang dapat ditemui dan dapat diwawancgskini Ibu
Kusturwati dan Bapak Hasan Rifai. Sedangkan ketagmabah lainnya
tidak bersedia diwawancarai. Oleh karena tidak diaawancarai dan
untuk menghormati hak privasi orang lain, maka HKep&etiga
nasabah yang tidak ingin diwawancarai, penuliktidamaksakan diri
untuk melakukan wawancara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua nasaloah y
mengajukan kembali akad pembiayaan murabahah di BNWAT
Sejahtera diperoleh informasi sebagai berikut:

1) Motivasi pengajuan kembali akad pembiayaan murdbdh8MT
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Dari informasi yang penulis peroleh berdasarkan
wawancara dengan kedua nasabah dapat diketahuababtivasi
mereka melakukan pengajuan kembali akad pembiayaan
murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Sengaran
dikarenakan adanya kemudahan dan kenyamanan pahayang
diberikan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semngr
Namun demikian, motivasi tersebut lebih cenderugdppmotivasi
adanya kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh BNJT
Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Hal ini lumrah karena kemudahan yang terkait dengan
syarat yang lebih ringkas daripada pengajuan yamtama pada

umumnya juga diterapkan di Lembaga Keuangan SyafL&S)
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lainnya. Sedangkan kenyamanan pelayanan yang kerpada
kepercayaan dan keramahtamahan telah menjadi rmiotiva
tersendiri. Menurut para nasabah, mereka enggapindah ke
LKS lainnya karena kekhawatiran tidak menemuakadaypean
yang ramah seperti yang mereka rasakan saat car&kebih jelas
dapat dilihat dalam pernyataan berikut ini:

“Gimana ya mas, lha wong udah cocok kok mau pindah.

kalau nanti dapat pelayanan yang bagus kayak di BNT

kalau tidak gimana coba? Terlebih lagi saya oraagigak

suka mencoba-coba. Saya juga menghargai kepercayaiag
lain dengan memberikan kepercayaan saya kepad&atiére

“Masak saya harus ninggalin orang yang telah member
bantuan kepada saya waktu saya kesulitan. Kaa harus
saling tolong menolongan mas. Apalagi zaman sekarang kan
sulit untuk menjadi nasabah yang bisa mendapatkkygnan
yang baik karena begitu banyaknya nasabah yang Gégk
sebab itu sayadakmau pindah ke tempat lamag.®

2) Penggunaan dana akad pembiayaan murabahah
Pada dasarnya, dana dari akad pembiayaan murabahah

digunakan untuk membeli barang-barang yang diirapnkleh
nasabah. Namun ada juga yang tidak digunakan umierkbeli
barang sesuai dengan yang ada dalam akad. Ha&rindikasikan
dari hasil pernyataan sebagai berikut :

“Uang yang saya dapat dari pengajuan akad murabsdngdh

gunakan untuk membangun rumah saya — pada sgantuis

bertanya mengapa tidak mengajukan untuk keperluan
pengadaan barang material guna pembangunan ruineliat

" Wawancara dengan Bapak Hasan Rifai, nasabah deatamat Kreajankulon
Kaliwungu, tanggal 28 April 2011.

¥ Wawancara dengan Ibu Kusturwati, nasabah dengama&l Plumbon, Semarang,
tanggal 28 April 2008.
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menjawab, apa boleh mas? Soalnya setahu saya rhalaba
hanya diperuntukan bagi pengembangan modal Wsaha.

“Waktu itu saya bingungnas saat harus menyediakan uang
untuk biaya sekolah anak saya. Uang yang dijanjiékatn
mitra bisnis juga belum cair. Oleh seorang temasyas
disarankan untuk mengajukan permohonan pinjamarg uan
kepada BMT NU, namun jangan bilang kalau untuk &iay
sekolah anak. Kata teman saya, bilang saja untuk
mengembangkan usaha. Maka kemudian saya mengajukan
pembiayaan murabahah dan disetujdli”.
3) Pengadaan barang

Praktek pengadaan barang di BMT NU Sejahtera

Mangkang Kota Semarang dalam akad pembiayaan nhahba

dilakukan dengan dua cara, yakhi:

a) Pengadaan barang yang dilakukan dengan cara peambeli
barang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera dan kemudian
diserahkan kepada pembeli. Apabila pembelian barang
dilakukan oleh BMT NU Sendiri tanpa adanya keteitim
pihak lain (pihak ketiga), maka BMT NU tidak memla&ukan
akad wakalah. Namun jika dilakukan dengan melibagkaak
ketiga, maka wakalah BMT NU akan memberlakukan akad

wakalah kepada pihak lain (pihak ketiga) untuk ryefa

pembelian barang yang akan dilakukan oleh pembeli.

® Wawancara dengan Bapak Nadlirin, nasabah denigamaaJl. Karanggayam, RT. 7
RW. 03 Tugu, pada 30 April 2011.

% \wawancara dengan Bapak Tego W, nasabah dengaatalarMangunharjo RT 8 RW
3 Tugu, pada 30 April 2011.

™ Dari responden yang penulis wawancarai, hany&lsiurwati yang tidak melakukan
pengadaan barang secara sendiri melainkan dilakolkdmnBMT NU Sejahtera Mangkang Kota
Semarang.
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b) Pengadaan barang yang dilakukan dengan cara pambeli
barang dilakukan oleh nasabah sendiri didahuluil akakalah,
baik wakalah kepada nasabah untuk melakukan pesnbeli
sendiri. Konsekuensi dari adanya wakalah yang itider
kepada nasabah, maka nasabah dibebaskan untukukeak
pembelian barang sesuai dengan keinginannya.

Pada umumnya, dari nasabah yang penulis wawancarai,
mereka melakukan pembelian barang sendiri dengaalarayang
diberikan oleh BMT NU Sejahtera kepada mereka.

4) Penandatanganan akad pembiayaan murabahah

Penandatanganan akad pembiayaan murabahah di BMT NU
Sejahtera dilakukan sesuai dengan proses pengablaamng.
Apabila pengadaan barang dilakukan oleh nasabahka ma
penandatanganan akad dilakukan setelah nasabahimeneng
untuk pembelian barang. Sedangkan apabila pengabasmng
dilakukan oleh BMT NU, baik sendiri maupun melalakad
wakalah, maka penandatanganan dilakukan setelamyada
kesepakatan mengenai jenis dan bentuk barang seldaya
kesepakatan harga dan margin keuntungan.

“Saya menandatangani akad pembiayaan murabahalahsete
saya mendapatkan uang dari BMT NU Sejahteras Soalnya
uang tersebut saya pergunakan untuk belanja kedutuh

pernikahan saya. Masak saya harus membawa barasmggba
pasar ke BMT? Kagak mungkintho mas”.*?

12 Hasil wawancara dengan Bapak Agung Budi Santodsaleh yang beralamat di
Plumbon, tanggal 29 April 2011.
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“Penandatanganan akad saya lakukan saat saya maneng,
mas. Soalnya uangnya mau saya belikan truk dan buaarbay
karyawan. Pada saat akad alasan saya ya buatridelmis.
BMT sebenarnya menawari pihak lain untuk pengadaaiq
tapi saya tidak mau karena saya telah melakukaawsan di
tempat lain.*3

“Saya mengajukan pembiayaan kan buat beli motokamza

saya menandatangani akad ya setelah ada kesepakdatan

saya dan BMT. Tepatnya ya setelah pengajuan sagecdsaya

ke kantor dan melakukan penandatanganas.”™*

5) Pembayaran
Dalam proses pembayaran, BMT NU Sejahtera

memberlakukan diskon terhadap pelunasan yang belantapai
masa jatuh tempo kontrak akad pembiayaan murabadehini
juga dikuatkan dengan pernyataan dari nasabah yatah
melakukan pelunasan sebelum masa jatuh tempo koakad
pembiayaan murabahabh.

“Saya mendapatkan potongan harga (diskon) pada sseat

melakukan pelunasan pembayaran pada bulan ke-4ahgsih

jumlahnya tidak begitu banyak, namun hal itu menlsaya

senang™>

Namun dalam pelaksanaan pembayaran, tidak seluruh
nasabah mampu membayar tepat waktu. Ada beberaabaia
yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu.saflla
nasabah yang melakukan pembayaran melebihi batds adalah

belum adanya uang yang digunakan untuk membayaskiMe

3 wawancara dengan Bapak segeng santoso, nasatgandsamat JI. Plumbon RT.01
RW.03 pada 29 April 2011.

14 Wawancara dengan Ibu Kusturwati, nasabah dengamaal Plumbon, Semarang,
tanggal 28 April 20011.

15 Wawancara dengan Ibu Kusturwati, nasabah dengamatl®lumbon, Semarang,
tanggal 28 April 20011.Hal ini juga dinyatakan ofpak Sugeng Santoso.
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demikian, mereka tetap dikenakan denda 0,25% setiamp
sepanjang lama keterlambatan.
“Waktu itu saya belum memiliki uang dan saya subdahaniji
untuk membayar pada waktu dua hari setelah jatoipdedan

memang saya laksanakan. Karena keterlambatan uérgab
saya dikenakan denda ma8”.

Meski demikian, nasabah yang membayar melewati masa
jatuh  tempo hanya beberapa orang saja dan mayoritas
membayarnya tidak melebihi masa jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dahw
implementasi akad pembiayaan murabahah di BMT NjdhBsra
Mangkang Kota Semarang dilaksanakan dengan pradbkgai
berikut :

1) Pengadaan barang dan penandatanganan akad d&pkaiia
dalam tiga bentuk, yakni setelah nasabah meneriarag u
apabila pengadaan barang dilakukan sendiri olelabads
setelah nasabah menerima barang apabila pengadaangb
dilakukan oleh BMT sendiri, dan setelah adanya paisatan
mengenai barang, harga, dan margin keuntungan ra@nak
pengadaan barang dilakukan oleh pihak ketiga yatjdk

atau disepakatai oleh BMT dan nasabah.

% Wawancara dengan Bapak Nadhirin nasabah dengaratalinmKaranggayam RT. 7
RW. 03 Tugu, pada 30 April 2011. Hal ini juga digeikan oleh Bapak Tego W.
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2) Pembayaran tanggungan dapat dilakukan secara tarai
tangguh.

3) Berlaku diskon terhadap pelunasan tanggungan sebslasa
jatuh tempo kontrak pembiayaan.

4) Berlaku denda bagi nasabah yang melakukan keteakamb

pembayaran tangggungan bulanan.



